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Abstrak 

Pajak daerah merupakan sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembiayaan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menghadapi berbagai 

permasalahan, salah satunya berupa piutang pajak daerah yang belum tertagih secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam optimalisasi penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten 

Buleleng serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta lapangan. Data 

diperoleh melalui data empiris yang dianalisis menggunakan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

JPN dalam penagihan piutang pajak daerah telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan 

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, terutama melalui pendampingan hukum hukum dan tindakan nonlitigasi seperti 

pemanggilan, mediasi, dan klarifikasi lapangan. Kehadiran JPN terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara 

persuasif. Namun demikian, fungsi represif melalui jalur litigasi belum diterapkan secara optimal sehingga efek jera belum 

terbentuk secara kuat. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran hukum wajib pajak, keterbatasan sumber daya, 

disharmonisasi data, serta belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah dalam menempuh langkah hukum tegas. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi dan konsistensi penerapan sanksi hukum untuk meningkatkan 

efektivitas penagihan piutang pajak daerah. 

Kata kunci: Pajak Daerah, Piutang Pajak, Jaksa Pengacara Negara, Penagihan Pajak, Pendampingan Hukum 

1. Latar Belakang  

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan [1]. Dalam rangka mewujudkan 

kemandirian fiskal daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan daerah 

secara optimal, termasuk pajak daerah [2]. Pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [3]. Undang-undang tersebut menempatkan pajak daerah 

sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah [4]. Namun demikian, dalam 

praktiknya, upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya 

berupa piutang pajak daerah [5]. 

Piutang pajak daerah timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku [6]. Keberadaan piutang pajak daerah yang tidak tertagih secara optimal berpotensi 

menghambat pencapaian target pendapatan daerah [7]. Permasalahan piutang pajak daerah tidak hanya berkaitan 

dengan aspek administrasi perpajakan, tetapi juga menyangkut aspek penegakan hukum [8]. Dalam banyak kasus, 

upaya penagihan yang dilakukan oleh perangkat daerah belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan 

wajib pajak [9]. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan instrumen hukum yang lebih kuat dalam proses 

penagihan piutang pajak daerah [10]. 

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara yang dapat 

dimanfaatkan dalam rangka mendukung penyelamatan dan pemulihan keuangan negara dan daerah [11]. 

Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
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Republik Indonesia [12]. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, 

kewenangan Kejaksaan tersebut diperkuat dan diperjelas, termasuk dalam pelaksanaan fungsi di bidang perdata 

dan tata usaha negara [13]. Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara memiliki peran strategis untuk bertindak 

mewakili pemerintah daerah dalam upaya penegakan hukum [14]. Peran tersebut menjadi relevan dalam 

mendukung penagihan piutang pajak daerah yang mengalami hambatan [15]. 

Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta melakukan tindakan 

hukum lainnya untuk kepentingan pemerintah daerah [16]. Pedoman pelaksanaan kewenangan tersebut diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 [17]. Peraturan tersebut 

memberikan landasan operasional bagi Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan 

pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara [18]. Melalui kewenangan tersebut, Jaksa Pengacara 

Negara dapat berperan dalam mendukung upaya penagihan piutang pajak daerah secara lebih efektif [19]. Dengan 

demikian, pelibatan Jaksa Pengacara Negara diharapkan mampu memperkuat posisi hukum pemerintah daerah 

dalam menghadapi wajib pajak yang tidak patuh [20]. 

Meskipun telah tersedia dasar hukum yang mengatur kewenangan Jaksa Pengacara Negara, pelaksanaannya dalam 

penagihan piutang pajak daerah belum sepenuhnya optimal [21]. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi 

tersebut adalah belum maksimalnya pemanfaatan kewenangan Jaksa Pengacara Negara oleh pemerintah daerah 

[22]. Selain itu, koordinasi antara instansi pengelola pajak daerah dan Kejaksaan masih menghadapi berbagai 

kendala teknis dan administratif [23]. Kondisi ini menyebabkan peran Jaksa Pengacara Negara belum sepenuhnya 

memberikan dampak signifikan terhadap optimalisasi penagihan piutang pajak daerah [24]. Akibatnya, potensi 

penerimaan daerah dari sektor pajak belum dapat direalisasikan secara maksimal [25]. 

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam optimalisasi penagihan 

piutang pajak daerah menjadi penting untuk dilakukan [26]. Penelitian ini difokuskan pada analisis pelaksanaan 

peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung penagihan piutang pajak daerah [27]. Selain itu, penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut [28]. Dengan 

adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran Jaksa 

Pengacara Negara [29]. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi 

pemerintah daerah khususnya BPKPD Kabupaten Buleleng dan Kejaksaan dalam rangka optimalisasi penagihan 

piutang pajak daerah [30]. 

2. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan 

peran Jaksa Pengacara Negara dalam optimalisasi penagihan piutang pajak daerah. Penelitian ini memadukan 

kajian terhadap norma hukum yang mengatur kewenangan Jaksa Pengacara Negara dengan kondisi faktual 

pelaksanaannya di lapangan oleh instansi terkait. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang mengatur Kejaksaan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, serta melalui data empiris yang menggambarkan praktik penagihan piutang pajak daerah. Bahan hukum 

yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder 

berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai bahan 

pendukung. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran yuridis untuk menilai 

efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi penagihan 

piutang pajak daerah. 

3. Hasil dam Diskusi  

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah Di Kabupaten 

Buleleng  

Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng dijalankan 

berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a UU tersebut ditegaskan bahwa kejaksaan berwenang 

melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara 

untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Implementasi kewenangan tersebut diperkuat oleh Peraturan 

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur secara teknis pelaksanaan tugas JPN. Dalam 
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konteks penelitian ini, kewenangan JPN dijalankan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kepada Kejaksaan Negeri Buleleng. Dengan dasar hukum tersebut, 

JPN memiliki legitimasi untuk mewakili pemerintah daerah dalam upaya penagihan piutang pajak daerah. 

Pelaksanaan peran JPN dalam penagihan piutang pajak daerah juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, yang mewajibkan pemerintah daerah mengoptimalkan pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan amanat tersebut, pemerintah daerah melibatkan JPN sebagai 

mitra penegakan hukum agar proses penagihan berjalan efektif dan memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan hasil 

penelitian, JPN menjalankan tugasnya melalui langkah nonlitigasi seperti pemanggilan, mediasi, klarifikasi 

lapangan, dan negosiasi pembayaran. Tindakan tersebut merupakan bentuk bantuan hukum kepada pemerintah 

daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 Bab I angka 5 tentang 

definisi JPN. Dengan demikian, keterlibatan JPN merupakan implementasi langsung kewajiban negara dalam 

melindungi hak keuangan daerah. 

Selain langkah nonlitigasi, JPN juga memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum represif melalui 

jalur litigasi apabila wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya. Kewenangan ini bersumber dari Pasal 30 

ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2021 dan diperjelas dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 

mengenai tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara. Namun, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hingga saat ini belum terdapat perkara piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng yang dibawa ke 

pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi represif JPN belum berjalan optimal dalam menciptakan efek 

jera bagi wajib pajak. Dengan demikian, secara normatif kewenangan litigasi JPN telah tersedia, tetapi 

implementasinya masih terbatas pada pendekatan persuasif. 

Peran JPN juga tampak dalam pengawasan langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui klarifikasi lapangan. 

Langkah ini dilakukan ketika wajib pajak tidak memenuhi panggilan resmi atau sulit dihubungi. Tindakan turun 

langsung ke lokasi objek pajak merupakan bentuk pelaksanaan tugas JPN dalam memastikan kepatuhan hukum 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai pelayanan hukum di bidang 

perdata dan tata usaha negara. Kehadiran JPN di lapangan memberikan tekanan psikologis dan meningkatkan 

kesadaran hukum wajib pajak bahwa kewajiban pajak memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, peran 

lapangan JPN menjadi instrumen penting dalam menjembatani aspek administrasi pajak dan penegakan hukum. 

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak keuangan daerah, peran JPN juga selaras dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 

112 ayat (1) yang mengatur sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. 

Keberadaan norma sanksi administratif tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, sedangkan 

keterlibatan JPN menjadi wujud perlindungan hukum represif. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus 

M. Hadjon, perlindungan represif dilakukan melalui aparat penegak hukum setelah terjadinya pelanggaran. Dalam 

konteks ini, JPN bertindak sebagai representasi negara dalam menegakkan aturan perpajakan daerah. Oleh karena 

itu, peran JPN tidak hanya administratif, tetapi juga konstitusional dalam menjamin kepastian hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran JPN dalam proses penagihan piutang pajak daerah menimbulkan 

efek psikologis yang signifikan bagi wajib pajak. Banyak wajib pajak yang akhirnya bersedia melunasi atau 

mencicil tunggakan setelah didampingi oleh aparat kejaksaan. Kondisi ini menunjukkan efektivitas fungsi bantuan 

hukum JPN sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 

2021. Namun, efek tersebut cenderung bersifat jangka pendek karena belum disertai penerapan sanksi hukum 

yang lebih tegas. Dengan demikian, keberadaan JPN telah meningkatkan kepatuhan, tetapi belum sepenuhnya 

menyelesaikan permasalahan penunggakan berulang. 

Peran JPN dalam penagihan piutang pajak daerah juga bergantung pada koordinasi dengan pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara, JPN tidak dapat secara mandiri mengambil keputusan untuk membawa perkara ke 

jalur litigasi tanpa persetujuan pemerintah daerah sebagai pemberi kuasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

efektivitas pelaksanaan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah 

dalam menegakkan kewajiban pajak. Apabila pemerintah daerah belum berani mengambil langkah hukum tegas, 

maka peran JPN terbatas pada pendampingan nonlitigasi. Dengan demikian, sinergi antarinstansi menjadi faktor 

kunci optimalisasi peran JPN. 
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Peran JPN juga mencakup identifikasi hambatan teknis dalam penagihan piutang pajak daerah. Hambatan tersebut 

antara lain kesulitan melacak subjek pajak yang berdomisili di luar negeri, badan usaha yang tidak aktif namun 

belum ditutup secara administratif, serta disharmonisasi data antarinstansi. Temuan ini sejalan dengan 

kewenangan JPN dalam memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 

30 ayat (2) UU Kejaksaan. Dengan memberikan masukan atas kendala tersebut, JPN turut berkontribusi dalam 

perbaikan sistem administrasi pajak daerah. Oleh karena itu, JPN tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, 

tetapi juga sebagai advisor hukum bagi pemerintah daerah. 

Secara normatif, peran JPN dalam penagihan piutang pajak daerah merupakan implementasi asas legalitas dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 yang menempatkan pajak daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang wajib dijaga 

keberlanjutannya. Keikutsertaan JPN memastikan bahwa proses penagihan dilakukan sesuai koridor hukum, 

sehingga menghindari potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, peran JPN turut memperkuat tata 

kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum 

perpajakan daerah tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga institusional. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran JPN dalam penagihan piutang pajak daerah di 

Kabupaten Buleleng telah berjalan sesuai dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan 

Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021. JPN telah menjalankan fungsi bantuan hukum, pendampingan, dan penegakan 

hukum nonlitigasi secara profesional. Namun, pelaksanaan fungsi represif melalui litigasi belum diterapkan secara 

optimal sehingga efek jera bagi wajib pajak belum terbentuk secara kuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 

keberanian pemerintah daerah untuk memanfaatkan kewenangan litigasi JPN, peningkatan integrasi data wajib 

pajak, serta konsistensi penerapan sanksi hukum. Dengan optimalisasi tersebut, peran JPN dapat benar-benar 

menjadi instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan pendapatan pajak daerah. 

Kendala-Kendala Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penagihan Piutang Pajak Daerah 

Kejaksaan Negeri Buleleng menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan peran sebagai Jaksa Pengacara 

Negara (JPN) dalam penanganan penunggakan piutang pajak daerah. Penunjukan Kejaksaan sebagai JPN telah 

memiliki dasar hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan 

Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Walaupun dasar hukum tersebut 

jelas, dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak yang meragukan atau mengajukan keberatan terhadap Surat 

Kuasa Khusus (SKK) yang diberikan BPKPD kepada Kejaksaan. Keberatan ini memperlambat proses penagihan 

dan menambah beban administratif JPN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi formal JPN belum 

sepenuhnya dipahami oleh seluruh wajib pajak. 

Kendala lainnya terlihat dari rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak 

daerah. Meskipun pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan untuk pembangunan dan pelayanan publik, 

masih terdapat wajib pajak yang tidak memprioritaskan pelunasan kewajiban pajaknya. Situasi ini berdampak 

pada meningkatnya jumlah tunggakan dari tahun ke tahun. Rendahnya kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa 

efektivitas penerapan hukum masih bergantung pada kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Hal ini 

menjadi tantangan bagi JPN dalam menegakkan kewajiban hukum di bidang perpajakan daerah. 

Jika dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum mengenai kewenangan JPN 

dan mekanisme penagihan pajak daerah sebenarnya telah terbentuk secara jelas. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 

Tahun 2021 serta Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 telah memberikan dasar normatif 

yang kuat. Permasalahan muncul pada tataran implementasi, ketika norma hukum yang tersedia belum 

sepenuhnya dijalankan secara efektif. JPN sering menghadapi situasi di mana aturan telah ada, tetapi kepatuhan 

terhadap aturan tersebut masih rendah. Keadaan ini menghambat optimalisasi peran JPN dalam penegakan hukum 

perpajakan daerah. 

Dari aspek struktur hukum, Kejaksaan Negeri Buleleng telah menjalankan fungsi penegakan hukum melalui 

pendampingan dan pembinaan kepada BPKPD dalam penagihan pajak daerah. JPN terlibat langsung dalam 

sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum apabila terjadi penunggakan. Kendala 

muncul ketika jumlah wajib pajak menunggak cukup besar, sementara sumber daya JPN terbatas. Beban kerja 
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yang tinggi menyebabkan tidak semua kasus dapat ditangani secara cepat dan intensif. Situasi ini berdampak pada 

lambatnya penyelesaian sebagian tunggakan pajak daerah 

Budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas JPN. Masih ditemukan 

wajib pajak yang kurang memahami regulasi perpajakan daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023. 

Kurangnya pemahaman tersebut membuat sebagian wajib pajak menganggap penagihan pajak daerah sebagai 

persoalan administratif biasa, bukan kewajiban hukum yang mengikat. Keadaan ini menyebabkan respons 

terhadap pemanggilan JPN sering kali tidak optimal. Rendahnya budaya hukum ini menjadi tantangan utama 

dalam proses penegakan kewajiban perpajakan daerah. 

Kendala internal juga berasal dari keterlambatan BPKPD dalam menyampaikan data wajib pajak yang menunggak 

kepada Kejaksaan. Keterlambatan ini mengakibatkan penumpukan tunggakan yang sulit ditangani secara cepat. 

Selain itu, terdapat kecenderungan penyelesaian dilakukan melalui pendekatan nonlitigasi secara terus-menerus. 

Pendekatan persuasif memang menjaga hubungan baik dengan wajib pajak, tetapi sering tidak menimbulkan efek 

jera. Kondisi ini berdampak pada terjadinya penunggakan berulang oleh subjek pajak yang sama. 

Dari sisi eksternal, pandemi Covid-19 turut memberikan dampak pada pelaksanaan tugas JPN dalam penagihan 

pajak daerah. Pembatasan aktivitas lapangan sempat menghambat sosialisasi dan pembinaan langsung kepada 

wajib pajak. Proses klarifikasi lapangan dan pemanggilan tatap muka menjadi terbatas dalam periode tertentu. 

Situasi ini menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak yang tidak dapat segera ditangani. Dampak pandemi 

meninggalkan konsekuensi lanjutan terhadap efektivitas penagihan pasca masa krisis. 

Kesulitan menemukan subjek pajak menjadi hambatan lain yang signifikan bagi JPN. Banyak objek pajak berupa 

vila dan properti dimiliki oleh warga negara asing atau pihak luar daerah yang tidak berdomisili di Indonesia. 

Keadaan ini menyulitkan proses pemanggilan resmi dan klarifikasi kewajiban pajak. Dalam beberapa kasus, usaha 

telah tutup atau bangkrut namun belum dicabut izin administrasinya. Kondisi tersebut menyebabkan status pajak 

tetap aktif meskipun subjek pajak tidak lagi beroperasi. 

JPN juga menghadapi kendala dalam menentukan mekanisme penanganan berdasarkan nilai piutang pajak. Untuk 

nilai piutang kecil, pendampingan hukum bersifat persuasif sering kali tidak cukup mendorong pelunasan 

kewajiban. Untuk nilai piutang besar, bantuan hukum nonlitigasi melalui SKK telah dilakukan, tetapi belum selalu 

berlanjut pada tindakan litigasi. Keterbatasan keberanian pemerintah daerah dalam membawa perkara ke 

pengadilan turut memengaruhi efektivitas peran JPN. Situasi ini membuat proses penegakan hukum berjalan lebih 

lambat dari target yang diharapkan. 

Kendala lain yang turut dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan piutang pajak daerah adalah 

keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Kejaksaan Negeri Buleleng. Jumlah jaksa yang bertugas sebagai 

JPN belum sebanding dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang menunggak, sehingga pelaksanaan 

pendampingan hukum tidak dapat dilakukan secara maksimal terhadap seluruh objek pajak. Kondisi ini 

menyebabkan prioritas penanganan hanya difokuskan pada tunggakan dengan nilai tertentu, sementara tunggakan 

bernilai kecil cenderung menumpuk. Padahal, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 

telah memberikan mandat kepada JPN untuk melaksanakan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha 

negara secara optimal. Keterbatasan personel ini berdampak pada lambatnya proses penagihan serta berkurangnya 

intensitas pembinaan hukum kepada wajib pajak. 

Selain itu, kendala administratif juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas JPN. Masih ditemukan 

data wajib pajak yang tidak akurat atau tidak diperbarui secara berkala oleh instansi terkait, sehingga menyulitkan 

proses identifikasi subjek pajak yang menunggak. Ketidaksesuaian data ini menyebabkan surat peringatan atau 

pemanggilan sering tidak sampai kepada alamat wajib pajak yang sebenarnya. Situasi tersebut menghambat 

efektivitas tindakan hukum yang dilakukan JPN, meskipun kewenangannya telah diatur secara jelas dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Hambatan administratif ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang kuat antarinstansi agar pelaksanaan 

penagihan pajak daerah dapat berjalan tepat sasaran. 

Kendala berikutnya berkaitan dengan rendahnya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan daerah. Sebagian wajib pajak masih menunda pembayaran pajak meskipun telah diberikan 
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teguran dan pemahaman hukum oleh JPN dan BPKPD. Sikap ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa sanksi 

terhadap tunggakan pajak daerah belum diterapkan secara tegas. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap budaya 

hukum masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam teori Lawrence M. Friedman, di mana efektivitas hukum 

sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kepatuhan ini menjadi tantangan tersendiri bagi 

JPN dalam mewujudkan penegakan hukum pajak daerah yang berkeadilan. 

Hambatan lain yang muncul adalah adanya resistensi dari sebagian wajib pajak terhadap tindakan hukum yang 

dilakukan oleh JPN. Tidak jarang wajib pajak mengajukan keberatan terhadap Surat Kuasa Khusus yang diberikan 

kepada Kejaksaan, meskipun keabsahannya telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2021. Keberatan tersebut memperpanjang proses penyelesaian tunggakan pajak dan mengurangi efektivitas 

penagihan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kedudukan hukum JPN sebagai 

wakil pemerintah daerah masih belum optimal. Upaya edukasi hukum yang berkelanjutan menjadi kebutuhan 

penting agar tindakan JPN dapat diterima sebagai bagian dari penegakan hukum yang sah. 

Kendala terakhir yang turut memengaruhi kinerja JPN adalah terbatasnya sarana pendukung operasional dalam 

pelaksanaan tugas lapangan. Kegiatan penelusuran subjek pajak, pemanggilan wajib pajak, serta verifikasi objek 

pajak memerlukan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai. Keterbatasan ini berpengaruh terhadap 

intensitas kunjungan lapangan yang dilakukan oleh JPN bersama petugas BPKPD. Padahal, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki fungsi 

pelayanan hukum kepada pemerintah dan masyarakat. Apabila sarana pendukung ini dapat ditingkatkan, maka 

efektivitas penanganan piutang pajak daerah oleh JPN di Kabupaten Buleleng akan lebih optimal. 

Hasil koordinasi antara JPN dan BPKPD menunjukkan adanya rencana menempuh jalur litigasi terhadap badan 

usaha dengan tunggakan pajak terbesar. Rencana ini bertujuan membentuk preseden hukum agar wajib pajak lain 

lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah. Namun, realisasi langkah litigasi masih menghadapi 

pertimbangan administratif dan kebijakan internal pemerintah daerah. Selama langkah tegas ini belum diterapkan, 

sebagian wajib pajak masih menganggap penunggakan pajak tidak membawa konsekuensi hukum serius. Keadaan 

ini menandai bahwa kendala utama JPN bukan terletak pada dasar hukum kewenangan, melainkan pada 

implementasi tindakan hukum yang konsisten. 

4. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, Jaksa Pengacara Negara memiliki peran strategis dalam optimalisasi penagihan 

piutang pajak daerah melalui kewenangannya di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2021. Peran tersebut dilaksanakan melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan 

tindakan hukum lain kepada pemerintah daerah dalam rangka pemulihan keuangan daerah yang bersumber dari 

piutang pajak daerah, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan peran 

Jaksa Pengacara Negara masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya koordinasi antarinstansi, 

keterbatasan data dan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah. Oleh karena 

itu, optimalisasi peran Jaksa Pengacara Negara perlu dilakukan melalui penguatan sinergi kelembagaan dan 

pelibatan sejak tahap awal penagihan agar penagihan piutang pajak daerah dapat berjalan lebih efektif dan 

memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 
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